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BAB  IV 

KONSEP KEKUASAAN NEGARA MENURUT CHARLES 

LOUIS de SECONDAT BARON de MONTESQUEIU Dan 

SAYYID ABUL A’LA AL-MAUDUDI 

 

A. Kekuasaan Negara Menurut Charles Louis de Secondat Baron 

de Montesqueiu  

Prinsip kedaulatan rakyat menjadi latar belakang terciptanya 

struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang 

menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. 

Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya di 

organisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan  (suparation of 

power) atau pembagian kekuasaan (distribution of power).
1
 

Dari Brewer Carias yang dikutip Ni’matul Huda mengatakan 

John Locke tidak meruuskan teori pembagian atau pemisahan 

kekuasaan, melainkan hanya terbatas kepada pembuat sistematik 

fungsi-fungsi organ negara yang berdaulat, sebgaimana dikatakan: 

“… no thesis can be inferred from Locke‟s work to effect that 

the power of state had to be placed in different hands to preserve 

liberty or to guarantee individual right whilst allowing for the part to 

coincide. He did however admit that if the power were placed in 

different hands, abalance could be achieved”  

                                                             
1
 Hakim Javid Iqbal, Masalah-masalah Teori Politik Islam, (Bandung : 

Mizan, 1996), Cet. III, h. 57.  
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(Tiada tesis yang dapat disimpulkan dari karya Locke yang 

memberlakukan bahwa kekuasaan negara harus diletakkan ke tangan 

yang berbeda untuk memelihara  kebebasan dan menjamin hak-hak 

individual sambil membiarkan pihak-pihak untuk sepakat. 

Bagaimanapun ia memikul bahwa kekuasaan yang diletakan ketangan  

orang yang berbeda, dapat menghasilkan suatu keseimbangan).
2
 

 

Pikiran John Locke ini kemudian dikembangkan oleh Charles 

Louis de Secondat Baron de Montesquieu. Dalam bukunya “De l‟Esprit 

des Lois ”, Montesquieu mengadakan modifikasi atas gagasan Locke 

dengan memisahkan kekuasaan negara kedalam tiga kekuasaan, yakni 

kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. 

Ajaran pemisahan tiga kekuasaan ini dikenal dengan teori “trias 

politika”. Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini akan terjamin 

kebebasan pembuatan undang-undanag oleh lembaga peradilan, dan 

pelaksana pekerjaan negara  sehari-hari oleh pemerintah. Montesquieu 

mengatakan :  

“kekuasaan perundang-undangan harus terletak pada badan 

perwakilan rakyat, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada 

Raja, kekuasaan pengadilan pada para hakim yang sama sekali bebas 

dari kekuasaan pelaksanaan.”
3
 

 

Ketiga kekuasaan tersebut menurut Montesquieu masing-

masing terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (functie) maupun 

alat perlengkapan (organ) yang melakukannya.
4
  

                                                             
2
 Ni’matu Huda, Ilmu Negara, (Penerbit : PT Raja Grapindo Persada), h. 72-

73   
3
 Ni’matu Huda, Ilmu Negara, (Penerbit : PT Raja Grapindo Persada), h. 72-

73   
4
 Ni’matu Huda, Ilmu Negara, …, h. 73. 
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Ide pembatasan kekuasaan itu dianggap mutlak harus ada, 

karena sebelumnya semua fungsi kekuasaan negara terpusat dan 

terkosentrasi ditangan satu orang, yaitu ditangan Raja atau Ratu yang 

memimpin negara secara turun temurun. Bagaimana kekuasaan negara 

itu dikelola sepenuhnya tergantung kepada kehendak pribadi sang Raja 

atau Ratu tersebut tanpa adanya kontrol yang jelas agar kekuasaan itu 

tidak menindas atau meniadakan hak-hak dan kebebasan rakyat.
5
 

Bahkan kekuasaan Raja itu berhimpit dengan paham hukum 

teokrasi yang menggunakan prinsip kedaulatan Tuhan, maka doktrin 

kekuasaan para Raja berkembang menjadi semakin absolut. Suara dan 

kehendak Raja identik dengan suara dan kehendak tuhan yang absolut 

yang tak terbantahkan. Upaya untuk mengadakan pembatasan terhadap 

kekuasaan itu berhenti hanya dengan munculnya gerakan pemisahan 

antara kekuasaan Raja dan kekuasaan pendeta serta pimpinan gereja. 

Upaya pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan mengadakan 

pola-pola pembatasan didalam pengelolaan internal kekuasaan negara 

itu sendiri.
6
  

                                                             
5
  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta : 

Rajawali  Pers, 2013), Cet. 5, h.281-282. 
6
 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, …, h. 282.  
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Pemikiran Montesquieu merupakan suatu usaha untuk 

mendesakralisasi kekuasaan ilahiyah kaum Bangsawan dan Raja. 

Montesquieu memandang untuk tegaknya negara demokrasi perlu 

adanya pemisahan kekuasaan negara dalam tiga organ itu  sebagai 

berikut: 

1. Kekuasaan Eksekutif.  

2. kekuasaan Legislatif. 

3. Kekuasaan yudikatif.
7
 

Menurut Montesquieu kekuasaan eksekutif harus berada di 

tangan individu, atau seorang Raja. Sedangkan kekuasaan yudikatif 

merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif 

atau suapaya tetap independen, dalam cabang legislatif pemerintahan 

perlu adanya perwakilan, dalam sistem perwakilan adalah bahwa sistem 

ini menempatkan orang-orang yang berkualitas terbaik untuk bertugas 

membahas urusan-urusan publik. dan Montesquieu menganjurkan 

sistem legislatif dengan  dua kamar, berupa satu majelis rendah dan 

majelis tinggi. Sedangkan  Kekuasaan yudikatif kekuasaan yang harus 

dilaksanakan oleh para hakim.
8
  

                                                             
7
 Montesquieu, The Spirit of The Laws Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu 

Politik, (Bandung : Nusa Media), h. 187.  
8
 Montesquieu,  The Spirit of The Laws Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu 

Politik, …, h. 187.  
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Dari uraian diatas yang dijelasakan oleh Montesquieu bahwa 

Kekuasaan eksekutif  itu ada pada Presiden atau Raja.  Kekuasaan 

eksekutif ada pada presiden dan kabinetnya yang tidak bertanggung 

jawab kepada parlemen atau badan perwakilan rakyat. Karena presiden 

dipilih oleh rakyat, maka sebagai kepala eksekutif ia hanya 

bertanggung jawab kepada rakyat. 

Montesquieu dalam uraiannya ia membagi kekuasaan 

pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan 

eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurut dia ketiga jenis kekuasaan 

itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun 

mengenai alat pelengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. 

Kekuasaan legislatif, menurut dia adalah kekuasaan untuk membuat 

undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan 

undang-undang (tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di 

bidang politik luar negeri) sedangkan dalam kekuasaan yudikatif adalah 

kekuasaan mengadili atas pelanggaran perundang-undangan.
9
 

Jika dikaitkan Pada Konsep Montesquieu maka tugas 

pemerintah dalam konstitusionalisme  hanya terbatas pada tugas 

                                                             
9
 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia  

Pustaka, 2004 ), h. 152.  
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eksekutif, yaitu melakasanakan undang-undang yang telah dibuat oleh 

parlemen atas nama rakyat.
10

 

Kekuasaan eksekutif yaitu menangani urusan hukum antar 

bangsa atau menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara 

lain, menyatakan perang atau damai (militer), mengirimkan duta-duta 

besar, menegakkan keamanan publik dan menjalankan perlawanan 

invasi dan memveto undang-undang.
11

 

Dengan kata lain, mereka bukanlah wakil rakyat seperti yang 

dipahami sekarang. Dewan rakyat dalam pengertian Montesquieu 

adalah semacam dewan yang terdapat pada macam yunani dan romawi  

kuno. Mediator rakyat dan penguasa, menjadi komunikator, dan 

agregator aspirasi dan kepentingan rakyat banyak. Badan legislatif 

dalam bentuknya yang paling konkret: DPR, Cabinet atau parlemen.
12

  

Dengan adanya lembaga legislatif, kepentingan rakyat dapat 

terwakili secara baik. Lembaga ini merupakan cermin pada kedaulatan 

rakyat. Meskipun menurut teori trias politika ini rakyat merupakan 

pemegang kekuasaan negara, dan  Montesquieu tidak menolak 

                                                             
10

 Moh. Mahfud MD, Demokrasi Dan Konstitusi Indonesia Studi Tentang 

Interaksipolitik Dan Kehidupan Ketatanegaraan, …, h. 27.    
11

 Montesquieu,  The Spirit of The Laws Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu 

Politik, …, h. 192.  
12

 Ahmad  Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, (Jakarta : Gramedia Pustaka 

Utama, 2001), h.228-229.  
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kekuasaan aristokrasi. Ia tetap mengakui hak-hak politik kaum 

bangsawan. didalam kabinet, kekuatan rakyat memiliki wakil-wakilnya. 

Demikian juga dengan kalangan bangsawan. Mereka memiliki wakil-

wakilnya dikabinet, membentuk kamar sendiri. Dengan adanya dua 

kamar, yaitu wakil-wakil rakyat dan kaum bangsawan itulah, Menurut 

Montesquieu, yang membuat parlemen menjadi lembaga politik ideal. 

Dan melakukan tugas-tugas kenegaraan, kedua kamar itu perlu saling 

melakukan pengawasan atau kontrol politik agar tidak terjadi 

penyelewengan kekuasaan. Dalam kehidupan politik di Amerika 

Serikat, mekanisme kerja demikian dinamakan check and balances.
13

   

Dasar dari lembaga legislatif  yaitu adanya teori kedaulatan 

rakyat. Ini adalah penolakan terhadap sistem politik yang bersifat 

monarki absolut, dimana semua kebijakan pemerintahan pada waktu itu  

adalah raja tanpa adanya perwakilan rakyat yang membuat undang-

undang yang mengatur kebijakan dari pemerintah (Raja), pemimpin 

bisa menggunakan kebijakan, tindakan sesuai dengan kepentingan 

rakyat dan kehendaknya. Jadi lembaga legislatif yang merupakan wakil 

rakyat-karena dipilih oleh rakyat adalah lembaga teringgi negara yang 

                                                             
13

 Ahmad  Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, …, h. 229.    
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punya wewenang untuk membuat undang-undang atau membuat 

kebijakan umum yang harus dijalankan pemerintahan.
14

 

Jadi, hakikat tugas legislatif adalah untuk mencegah terjadinya 

absolutisme pemerintahan, diharapkan, akan ada unsur pengawasan 

atau check and balances dan untuk mendampingi eksekutif. Tugas 

badan legislatif  ini menyangkut pembuatan kebijakan dan membuat 

undang-undang, serta bertugas untuk kontrol terhadap eksekutif, 

khususnya mengontrol otoritas pemerintah. 

Menurut Montesquieu pada kekuasaan yudikatif yaitu 

kekuasaan yang bertugas untuk mengadili perselisihan dan penegakan 

hukum.  Kekuasaan yudikatif ini seharusnya tidak diberikan kepada 

senat, kekuasaan yudikatif ini semestinya dijalankan oleh orang-orang 

yang diambil dari lembaga rakyat dan menjalankan kegiatan tertentu 

yang digariskan oleh hukum, dalam rangka menegakkan pengadilan 

yang berlangsung dalam waktu yang diperlukan.
15

    

Montesquieu memandang kekuasaan yudikatif harus berdiri 

sendiri (independen) karena kekuasaan tersebut dianggapnya sangat 

penting (mutlak)  melarang seorang hakim untuk ikut campur dalam 

                                                             
14

 Abu Bakar Ebyhara, Pengantar Ilmu Politik, (Yogyakarta : Ar Ruzz, 

Media, 2010), h.190.  
15

 Montesquieu,  The Spirit of The Laws Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu 

Politik, …, h. 193.  
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kekuasaan legislatif.  Pemikirannya seperti itu tidak bisa dilepaskan 

dari pengalamnya menjadi hakim, dimana kekuasaan yudikatif sangat 

berbeda dengan kekuasan eksekutif.
16

  dan para tertuduh memiliki hak 

untuk diadili oleh orang-orang yang kedudukannya setara dengan 

mereka, hakim berwenang untuk mengatur putusan perselisihan yang 

diajukan didepanya dengan menentukan hukum perundang-undangan 

kepadanya.
17

 

Montesquieu berpendapat bahwa sekali lagi tidak ada 

kebebasan, jika kekuasaan yudisial tidak dipisahkan dari legisalatif  dan  

eksekutif. Jika bergabung dengan kekuasaan legislatif maka akan 

terjadi penyalahgunaan pengawasan karena hakim telah menjadi 

legislator. Jika bergabung dengan kekuasaan eksekutif, hakim dapat 

berbuat kejam dan sewenang- sewenang.
18

 

Montesquieu dengan teorinya itu menginginkan kemerdekaan 

individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Dan hal 

itulah dalam pandanagannya, hanya mungkin tercapai jika diadakan 

mutlak antara kekuasan tersebut. Doktrin Montesquieu ini banyak 

                                                             
16

Abdul Goffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah 

Perubhan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju, (Jakarta : Kencana Prenada 

Media Group, 2009), h. 12.  
17

Montesquieu,  The Spirit of The Laws Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu 

Politik, …, h. 187-188.  
18

Montesquieu,  The Spirit of The Laws, Vol. I , Translated by Thomas  

Nugent (Cincinati: Robeert Clarke & Co, 1873 ), h. 174.  
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mempengaruhi orang Amerika pada masa undang-undang dasarnya 

dirumuskan. Sehingga dokumen itu dianggap yang paling banyak 

mencerminkan trias politika dalam konsep aslinya. Maka tugas (fungsi) 

kenegaraan sudah jauh melebihi tiga macam tugas yang disebutkan 

oleh Montesquieu. 

 

B. Kekuasaan Negara menurut  Sayyid Abul A’la Al-Maududi 

Pada permulaan lahirnya Negara Islam, pembagian kekuasaan 

Negara belum Nampak, karena Al Quran dan Sunnah Rasul tidak 

memeberikan konsepsi secara terperinci, tetapi hanya bersifat global 

semata. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai Rasul yang 

membawa risalah Islamiyah, melainkan pula sebagai kepala Negara 

merangkap sebagai hakim yang mengadili setiap perkara. kendatipun 

nabi pada masa itu merangkap sebagai jabatan, namun sudah terlihat 

adanya isyarat yang menunjukan bahwa pada saat tertentu, beliau 

mengangkat para pembantunya di daerah-daerah tertentu untuk 

bertindak sebagai penguasa dan qadhi.
19

  

Pada masa itu, peradilan belum ada yang khusus menanganinya, 

sehingga lembaga itu dipegang langsung oleh penguasa. Di samping, 

Nabi Muhammad Saw. Memohon pendapat dan pertimbangan para 

                                                             
19

 Zakaria Syafe’i,  Negara Dalam Persfektif Islam Fiqh Siyasah, (Jakarta: 

Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 100. 
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sahabat dalam memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan 

masalah-masalah keduniaan yang tidak diatur oleh Al Quran dan 

Sunnah Rasul.  

Setelah Nabi Muhammad Saw. Wafat, tugas “kekhalifahan 

digantikan oleh sahabat Abu Bakar dan pada masa itu urusan qadha 

diserahkan kepada Umar bin Khattab selama 2 tahun lamanya” begitu 

pula, setelah kekuasaan dipegang Umar Bin Khattab, ia memisahkan 

antara kekuasaan peradilan dan kekuasaan pemerintahan, dan ia 

mengangkat Abu Darda sebagai qadhi kota Madinah, dan Syurekh bin 

Qaes bin Abi al Ash di Mesir.
20

 

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, umar memisahkan 

kekuasaan legislatif (majelis syura), yudikatif (al qadha), dan eksekutrif 

(khalifah). Kebijakan ini menunjukkan bahwa umar seorang negarawan 

dan administrator yang bijak. Ia tidak mencampurkan ketiga kekuasaan 

tersebut sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan 

membawa pada kemasalahatan umat.
21

 

Sejarah pemerintahan Islam. Dalam catatan sejarah, bentuk 

monarki di dunia Islam – dimana peranan eksekutif mendominasi 

                                                             
20

 Zakaria Syafe’i,  Negara Dalam Persfektif Islam Fiqh Siyasah, …. , h. 

101. 
21

 Ija Suntana,  Ilmu Legislasi Islam, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2014), 

Cet. 1. h.126.  
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dengan kuat – berlangsung dari tahun 661 yaitu sejak masa Dinasti 

Umaiyah di Damaskus sampai dengan tahun 1924 setelah lembaga 

khilafah di Turki dihapuskan. Bentuk monarki dalam hal ini adalah 

monarki absolut hingga pada tanggal 23 Desember 1876 Turki Usmani 

merubah sistem monarki absolut ke monarki konstitusional yang 

berfungsi untuk membatasi kekuasaan kekuasaan eksekutif yang 

absolut.
22

  

Dalam pemikiran kekuasaan negara  menurut Al Maududi  

dalam negara Islam terbagi kedalam tiga kekuasaan negara yaitu: 

kekuasaan legislatif (Ahl Al Hall Wa Al „Aqd), kekuasaan eksekutif 

(Ulil Amri), kekuasaan yudikatif (Qadha). Dari ketiga kekuasaan 

negara Islam,  Ahl Al Hall Wa Al „Aqd  yang berfungsi  sebagai 

pembuat undang-undang,Ulil Amri yang berfungsi sebagai penegak 

hukum, dan Qadha sebagai pemutus perkara atau perselisihan yang 

terjadi dalam masyarakat. Menurut pemikiran beliau setiap lembaga 

memiliki fungsi yang – dalam berbagai kondisi saling terpisah satu 

sama lain.
23

 

                                                             
22

 J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah dan Pemikiran, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada) Cet. 3, 179. 
23

 Abul A’la Al-Maududi,  Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam, 

penterjemah : Asep Hikmat, (Penerbit : Mizan), Cet. 5, h. 245.   
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Legislatif, merupakan lembaga yang berdasarkan terminologi 

fiqh disebut sebagai “lembaga penengah  dan pemberi fatwa” (ahl al 

hall wa al „aqd). Suatu negara yang didirikan dengan dasar kedaulatan 

de jure Tuhan tidak dapat melakukan legislasi yang bertolak belakang 

dengan Al Qur’an dan Al sunnah, sekalipun konsensus rakyat 

menuntutnya. Lebih tegas ia menjelaskan perintah Al Quran yang 

mengatur bahwa jika Allah  atau Rasul-Nya telah memberikan 

peraturan di dalam suatu masalah, jika Muslim pun berhak untuk 

memeutuskannya sesuai dengan pendapatnya sendiri dan bahwa orang-

orang yang tidak membuat keputusan berdasarkan Al Qur’an atau 

kalam ilahi ini adalah orang-orang kafir. Menurut Al Maududi,  Dari 

perintah-perintah ini, maka secara otomatis timbul prinsip bahwa 

lembaga legislatif dalam negara Islam sama sekali tidak berhak 

membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan tuntutan-

tuntutan Tuhan dan Rasul-Nya, dan semua cabang legislasi, meskipun 

telah disahkan oleh lembaga legislatif harus secara ipso facto dianggap 

ultra vires dari Undang-Undang Dasar.
24

 

                                                             
24

 Abul A’la Al-Maududi,  Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam, …, h. 

245  
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Menurut Al Maududi Dibalik batasan ini, Lembaga legislatif 

dalam suatu negara Islam memiliki sejumlah fungsi yang harus 

dilakukannya yaitu :  

1. Jika terdapat pedoman yang  jelas dari Tuhan dan Rasulullah 

SAW., meskipun legislatif tidak bisa mengubah atau 

menggantinnya, maka hanya legislatiflah yang akan kompeten 

untuk meneggakannya dalam susunan dan bentuk pasal demi 

pasal, menggunakan definisi-definisi yang relevan serta rincian-

rinciannya, menciptakan peraturan-peraturan danundang-

undang untuk mengundangkannya. 

2. Jika Pedoman- Pedoman Al Quran dan Al Sunnah mempunyai 

interpretasi lebih dari satu, maka legislatiflah yang berhak 

memutuskan penafsiran mana yang harus ditempatkan dalam 

kitab Undang-Undang Dasar. Lembaga legislatif harus 

beranggotakan kumpulan orang-orang terpelajar yang memiliki 

kemampuandan kapasitas untuk menafsirkan perintah-perintah 

Al Qur’an dan yang dalam memberikan berbagai keputusan 

tidak akan melepaskan diri dari jiwa atau isi Syari‟ah. 

3. Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Al Qur’an dan Al 

Sunnah, fungsi lembaga legislatif adalah untuk menegakkan 
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hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, 

tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam. Dan jika 

sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama yang telah 

tercantum dalam kitab-kitab fiqh, maka dia bertugas untuk 

menganut salah satu di antaranya. 

4. Jika dan dalam masalah apa pun Al Qur’an dan Al Sunnah tidak 

tidak ada dalam konvensi Al Khulafa Al Rasyidun, maka harus 

mengartikan bahwa Tuhan telah membiarkan bebas melakukan 

legislasi mengenai masalah apa yang terbaik. Oleh karenanya, 

lembaga legislatif dapat merumuskan hukum tanpa batasan 

sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semnagat 

Syari‟ah – prinsip yang menyatakan bahwa apapun yang tidak 

diharamkan itu halal hukumnya. 

Selanjutnya, berbicara masalah legislasi menurut Sayyid Abul 

A’la Al-Maududi (1903-1979). Pandangannya tentang masalah ini 

berangkat dari pendapatnya tentang teori kedaulatan Tuhan. Yang 

berdaulat sebenarnya adalah Allah, sedangkan manusia sebagai 

khalifah di bumi hanyalah pelaksanaan kedaulatan saja. Karenanya, Al 

Maududi berpandangan bahwa sistem kenegaraan Islam adalah 

teokrasi. Dalam teokrasi Islam berarti kedaulatan Tuhan berada di 
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tangan umat Islam dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang 

disampaikan dalam Al Qur’an dan Sunnah Nabi. Dalam pelaksanaan 

pemerintahan, Al Maududi membagi kekuasaan lembaga negara 

kedalam badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
25

 

Lembaga eksekutif adalah untuk menegakkan pedoman-

pedoman Tuhan yang disampaikan melalui Al Qur’an dan As Sunnah 

serta masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoaman 

untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kata-kata ulul-

amri dan umara digunakan didalam Al Quran dan Hadis untuk 

menyatakan lembaga eksekutif. Berdasarkan Al Qur’an dan Hadis,  

kaum muslimin diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat lembaga 

eksekutif. Karakteristik lembaga eksekutif suatu negara Islam inilah 

yang membedakannya dari lembaga eksekutif negara non-muslim. 

Kata-kata ulul-amri  dan umara digunakan masing-masing di dalam Al 

Qur’an dan Hadis untuk menyatakan lembaga eksekutif. Berdasarkan 

Al Qur’an dan Hadis, kaum Muslim diperintahkan untuk mentaatinya 

dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Tuhan dan 
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Rasulullah SAW. Serta menghindari dosa menghindari dosa serta 

pelanggaran.
26

 

Lembaga yudikatif  (dalam terminologi hukum Islam dikenal 

sebagai Qadha) disiratkan maknanya oleh pengakuan atas kedaulatan 

de jure dari Tuhan yang maha kuasa. Ketika Islam menegakka 

negaranya sesuai dengan prinsip-prinsip abadinya, Rasulullah SAW. 

Sendirilah yang menjadi hakim pertama negara tersebut, dan beliau 

melaksankan fungsi ini dengan sangat selaras dengan hukum Tuhan. 

Menuurt Al Maududi lembaga yudikatif memiliki hak untuk 

membatalkan semua hukum dan perundang-undangan yang dibuat 

legislatif jika bertentangan dengan konstitusi yang tertinggi yaitu Al 

Qur’an dan As Sunnah.
27

 Sebagaimana firman Allah dalam surat Al 

Maidah ayat 48 yang berbunyi: 

“Oleh karena itu, adililah mereka menurut apa yang telah 

diturunkan Allah dan janganlah kamu turuti hawa nafsu mereka yang 

akan membelokan mereka dari kebenaran yang telah dating 

kepadamu.”
28
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Al Maududi megatakan bahwa orang-orang yang tidak 

memutuskan perkara sesuai dengan hukum ilahi adalah orang-orang 

kafir, dzalim dan fasik. Dan harus ditekankan bahwa pengadilan-

pengadilan hukum dalam suatu negara Islam ditegakkan untuk 

menegakkan hukum ilahi  dan bukan untuk melanggarnya sebagaimana 

yang dilakukan dewasa ini hampir semua negara Muslim.
 29

  

Pada lembaga yudikatif di atas bahwa lembaga ini sama dengan 

lembaga peradilan atau qadha, lembaga peradilan ini berfungsi sebagai 

penegak hukum ilahi, menyelesaikan dan memutuskan dengan adil 

perkara yang terjadi di antara wargannya. 

Hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif – di 

dalam negara Islam. Dari konvensi-konvensi menggali kesimpulan 

bahwa kepala negara Islam merupakan pimpian tertinggi dari semua 

lembaga negara yang berbeda ini. 

Tetapi, di bawah kepala negara, ketiga lembaga tertinggi negara 

ini berfungsi secara terpisah serta mandiri satu sam lainnya. Lembaga 

yang disebut ahl al hall wa al a‟qda yang bertugas untuk memberi 

nasihat kepada kepala negara mengenai masalah-masalah hukum, 
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pemerintahan dan kebijaksanaan negara merupakan kesatuan yang 

terpisah.
30

      

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan kekuasaan Negara 

yang dikemukakan oleh Al Maududui terbagi kedalam tiga kekuasaan. 

Yaitu kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dari ketiga 

kekuasaan tersebut. Kekuasaan  Legislatif merupakan lembaga yang 

berdasarkan terminologi fiqh disebut sebagai lembaga penengah dan 

pemberi fatwa. Sedangkan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan Ulil 

Amri atau Umara yang bertugas menegakkan pedoman-pedoman Allah 

SWT yang disampaikan melalui Al Qur’an dan sunnah serta untuk 

menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-

pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman (qadha). Yang 

bertugas menegakkan hukum Tuhan dalam kehidupan masyarakat. Dan 

dalam hal ini juga Al Maududi melihat preseden Al Khulafa Al 

Rasiydun dalam memahami berbagai persoalan kenegaraan.   
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C. Persamaan dan perbedaan Pembagian Kekuasaan Negara 

Menurut Charles Louis De Secondat Baron De Montesqueiu 

Dan Sayyid Abul A’la Al-Maududi 

Montesquieu membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, 

yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan 

yudikatif. Menurutnya ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah satu 

sama lain, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat 

pelengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Kekuasaan legislatif 

adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif 

adalah kekuasaan yang menyelenggarakan undang-undang dan 

kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran 

perundang-undangaan. Menurut Montesquieu memandang kekuasaan 

yudikatif harus berdiri sendiri (independen) karena kekuasaan tersebut 

dianggapnya sangat penting (mutlak)  melarang seorang hakim untuk 

ikut campur dalam kekuasaan legislatif.   

Sedangkan Al-Maududi  membagi kekuasaan negara kedalam 

tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif (Ahl Al Hall Wa Al „Aqd), 

kekuasaan eksekutif (Ulil Amri), dan kekuasaan yudikatif (Qadha). 

Menurut Al-Maududi fungsi kekuasaan negara menjadi kegiatannya 
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masing-masing. Ahl Al Hall Wa Al „Aqd adalah lembaga penengah dan 

pemberi fatwa dan lembaga ini yang berfungsi dalam membuat undang-

undang dibatasi dengan batasan-batasan Al Qur’an dan Al Sunnah, Ulil 

Amri yang berfungsi sebagai penegak undang-undang Tuhan yang 

disampaikan melalui Al Qur’an dan As Sunnah serta masyarakat agar 

mengakui dan menganut pedoman-pedoaman untuk dijalankan dalam 

kehidupan mereka sehari-hari, Qadha adalah lembaga yang berfungsi 

pemutus perkara atau perselisihan yang terjadi dalam masyarakat, 

menurut beliau lembaga yudikatif (Qadha) ini memiliki hak untuk 

membatalkan semua hukum dan perundang-undangan yang dibuat 

legislatif jika bertentangan dengan konstitusi yang tertinggi yaitu Al 

Qur’an dan As Sunnah. 

 Persamaan diantara  kedua tokoh tersebut  menurut Charles 

Louis de Secondat Baron de Montesqueiu dan Sayyid Abul A’la Al-

Maududi kedunya memisahkan kekuasaan negara kedalam:  kekuasaan 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif.  

Perbedaan  diantara Charles Louis de Secondat Baron de 

Montesqueiu  dan Sayyid Abul A’la Al-Maududi, Mengenai fungsi 

yudikatif yang berfungsi mengadili yang melanggar undang-undang, 
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Montesquieu memandang kekuasaan yudikatif harus berdiri sendiri 

(independen) karena kekuasaan tersebut dianggapnya sangat penting 

(mutlak)  melarang seorang hakim untuk ikut campur dalam kekuasaan 

legislatif. Sedangkan menurut Al Maududi fungsi lembaga yudikatif  

(Qadha) berfungsi pemutus perkara, lembaga (Qadha) ini memiliki hak 

untuk membatalkan semua hukum dan perundang-undangan yang 

dibuat legislatif (Ahl Al Hall Wa Al „Aqd) jika bertentangan dengan 

konstitusi yang tertinggi yaitu Al Qur’an dan As Sunnah. Pada konsep 

ini Al Maududi melihat pada preseden  Al Khulafa Al Rasyidun.  

Berangkat dari garis persamaan dan perbedaan yang telah 

dikemukakan di atas, penulis penulis menarik titik konsklusi bahwa 

gagasan konsep kekuasaan negara menurut Montesquieu melihat dari 

segi hak asasi manusia setiap warga negara, sedangkan Al Maududi 

melihat dari segi kedaulatan de jure Tuhan.  

Al Maududi mengakomodasi dari dua konsep yaitu Teo 

Demokrasi. Teo demokrasi Dari penegertian ini Al Maududi 

mencocokan pemikiran politik Islamnya dengan Kerajaan Tuhan 

(kingdom of god) atau Teokrasi. Menurut Al Muadudi, Teokrasi Islam 
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berbeda dengan Teokrasi yang pernah jaya di Barat. Al Maududi 

mengatakan: 

“Jika saya diperkenankan untuk menggunakan istilah baru, saya 

akan menyebut sistem pemerintahan semacam ini “Teo Demokrasi ”, 

yaitu sistem pemerintahan demokrasi ilahi dimana rakyat mempunyai 

kebebasan berdaulat, akan tetapi kedaulatan itu tidak mutlak karena 

dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan kata 

lain, kedaulatan rakyat terbatas di bawah pengawasan Tuhan (a limited 

popular soverignity under suzerainty of god).
31

 

 Gagasan dari Charles Louis de Secondat Baron de Montesqueiu  

adalah seorang pemikir Eropa Barat  yang berkebangsaan Prancis. 

Dengan teorinya trias politika yang memisahkan kekuasaan negara 

kedalam tiga bentuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif diterapkan di 

negara-negara Eropa dan Amerika Serikat maupun negara berkembang 

seperti Indonesia. Dan Sayyid Abul A’la Al Maududi adalah seorang 

pemikir muslim modern berkebangsaan Pakistan. Al Maududi telah 
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memberikan pengaruh besar terhadap berbagai kalangan umat dan 

gagsannya tersebar luas di Pakistan dan negert-negari muslim. 

Bagi keduanya, merupakan sebuah keniscayaan bahkan 

keharusan dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang sistematis.    


